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Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
Ne 37 sahun [955,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABA}A

menetapkan peraturan daerah sebagal berikut :

wPeraturan Daerah Kota Besar Surabajs mengenal pemungutan padjak pendjus
alan dan pembuatan petasan”,

Pasal |.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan
darl .Verordening tot heffing en Invordering van een belasting op de verkoop en
aanmaak van vuurwerk” Jang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus [933 sebagai telah
diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 4 Desember 1940

jang diundangkan dalam Bljvoegsel van het Provinciaa! Blad van Oost-Java tanggal 3!
Desember 1940 Serte B No. I2.

Pasal 2.

Peraturan daerab Ini jang dapat disebut ,Peraturan padjak petasan Kota
Besar Surabaja” mulal berlaku pada tanggal {5 Agustus |955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,
Kepala Daerah td.
Kota Besar Sursbaja, R. SOEPRAPTO
ted. Untuk turunan sebenarn|a,
R. P.A. MAKMOER Sekertaris,
Wakil,

ted.
{MOH, JACOEB)
Ditshkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinst Djawa Timur dengan surat
keputusannja No. 0;B.H,/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955,

Diundangkan dalam Tambzhan Lembsran Propinsl Djawa Timur tanggal (5
Agustus (955 Seri B No. i1,
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~YERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING YAN EEN BELASTING
OP DE YERKOOF EN AANMAAK VAN YUURWERK",

Jang dimaksud dalam pasal | , Peraturan Padjak Petasan Kota Besar Surabaja”.

Pasal I.

(1 Dengan nama ,Padjak Petasan" dipungut padjak darl setiap orang Jang
mendjual dan membuat petasan dalam daerah Keotamadya Sursbaja dan jang untuk
waktu Jang pendek atau laina mendjadikan pekerdjaan ini sebagai mata-pentjaharian
stau kebiasaannija.

{2) Dengan kata-kata ,mendjual” dalam peraturan inl dimaksudkan djuga. mem-
punjai persedian tidak untuk dipakai sendiri.

(3) Jang dimaksudkan dengan ,petasan” dalam peraturan ini lalah sebagifmana jang
diterangkan lebih landjut dalam pasal | afat | sub a dan sub b ,Undang-undang pe«
tasan (932" (Staatsblad 1932 No. 143},

Pasal 2.
(Litat Keputusan D.P.R.D.-G.R. tgl. 30 Djanuarl 1969 No. ti1/D.P.R.D.-G.R./Kap./69}.

Pasali 3.
Tahun padjak ialah tahur-afmanak.

Pasal 4.

{H Mereka Jang pada permuiaan tahun padjak- mendjadi wadjtb-padjak, wadjib tiap-
tap tahun sebelum atau pada tanggal sepuluh Djanuarl memberitshukan hal ini kepa-
ds Sskertarlat Kosamadya Surabaja dengan mergadjukan surat-pemberitahuan menurut
tjontoh Jang ditentukan oleh Kepala Daerah, setelah surat-pemberitahuan Ini diisi
tebagaimana mestinja dan dltanda-tanganl.

{2) Mereka jang sesudah tanggal 1 Djanuarl dari tahun-padjak Ingin mendjual pe-
tasan sebagal dimaksud dalam pasal |, wadjib djuga mengadjukan surat pemberitahuan
jeng sama, sebelum meiaksanakan maksudnia,

{3) Lembaran-lembaran surat-pemberitahuan jang dimaksud dalam ajat {I) dapat
diminta dengan tjuma-tjuma di Sekertariat Kotamadya,

Pasal 5.

Padiak harus dibubuhl sekaiigus pada waktu menjampaikan pemberitahuan jang
dimaksud dalam pasal 4,
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Pasal &,

Untuk tiap-tiap tahun-padjak semua pemberitahuan jang ditmaksud dalam pa-
sal 4 ditjatat dalam buku register dl Sekertariat Kotamadya, Jang berntuknja ditentu-
kan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7.

(1) Barangsiapa mendjual atay membuat petasan dalam daerah Kotamadya Surabajs
dan jang untuk waktu jang pendek atau lama mendjadikan pekerdjaan int sebagai
mata-pent]aharian atau kebjasaannja, tanpa menjampalkan pemberitahuan sebagai di-
maksud dalam 4, dikenakan penetapan padjak karena djabatan (ambtshalve) oleh Da.
wan Perwakilan Rakjat Daerah dan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lama-
nja satu bulan atav hukuman denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

{2) Petasan jang tersangkut dalam perbuatan pelanggaran dimaksud dalam ajat (I)
diatas dapat disita, djika petasan itu milik terhukum.

(K} Penetapan-penetapan padjak karena djabatan jang dilzskukan berdasarkan ajat {I)
pasal ini dimasukkan dalam kohir.

4 Apabila wadjib-padjak suatu badan hukum, maka kewadjiban-kewadjiban jang
menyrut peraturan [ni dibebankan kepadanja, dianggap dibebankan kepada anggota.
anggots pengurus badan hukum tersebut dan pemimpin perusahaan,

Pasal 7a.

(n Apabifa ditundjukkan bukti jang dapat diterima cleh Kepala Daerah, bahwa
karena akibat dari ketentuan termuat dalam ,VYerordening No. [0 Militalr Gezag"
tertanggal 13 Mei 1940 (Javasche Courant tgl. 16 Mei 1940 No. 39d} atau menurut
.Yerordening No. 40/Dv0/VIIA-3 Militalr Gezag” tertanggal 23 Agustus 1940 {Javascha
Courant tangpgal 28 Agustus 1940 No, 696} ataupun menurut ketentuan hukum jang
berlaku sebagal penggantinfa, tidak dilakukan pembuatan atau pendjualan petasan,
maka atas permintaan tertulls wad[ib-padjak untuk tlap-tlap setengah tzhun penuh
dari tahun-padjak selama tidak dilakukan pembuatan atru pendjuzlan petasan, diberls
kan pembebasan atav pengembalian padjak sampai setengah dari djumlah padjak Jang
terhutang atau telah dibajar itu.

(2) Surat permohonan jang dimaksud dalam ajat {1} harus diadjukan kepada Ke-
pala Daerah dalam waktu dua bulan sesudah lewatnja tiap-tiap setergah tahun-padjak,
jang dimintakan pembebasan padjak.

Pasal 7h.

Mengenal pembajaran padjak, wadjib-padjak dapat mengadjukan permintaan
banding sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang termuat dalam ,Acuran-aturan ten-
tang pemungutan dan penagihan padjak-padjak daerah-daerah propinsi, kabupaten,
kotamadya dan masjarakat kelompok” (Staatsblad 1939 No. 247).
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Pasal 8.

{h Jang ditugaskan pula untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan Inl
lalah pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaja.

{2) Untuk mengetahui adanja pelanggaran - pelanggaran peraturan [ni, pegawal—
pegawai jan dimaksud dalam ajat (l) pasal ini, berwenang memasuki semua tempat
dimana didjual atay dibuat petasan, sedang para pemilik, penghuni dan penguasa tem-
pat-tempat tersebut wadjib memperkanankan pegawai-pegawal itu memasukl tempat-
tempat jang bersangkutan.




